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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSlj)S
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN TEMPAT USAHA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, pasaj13' Pasal 19 dan
Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 20 1 tentang Perizinan
Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Ganggua , perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peri inan Tempat Usaha
Berdasarkan Undang-Undangan Gangguan;

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Sta~tsblad Tahun 1926
Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diu~ah terakhir dengan
Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WajiblDaftar Perusahaan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu~ngan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe!ndaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang P$merintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang P
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukot
Republik Indonesia;

merintahan Provinsi
Negara Kesatuan

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Per~eroan Terbatas;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang IPajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

9. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan
Perundang-undangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentarlg Izin Usaha Industri;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ~entang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 t~ntang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang T~rtutup dan Terbuka
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang IDaftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka D~ngan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal;

or KEP-48/MENLH/

hun 1993 tentang
in Undang-Undang
dustri;

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;

17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup I~orlnor KEP-49/MENLH/
11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Serta I
Gangguan Bagi Perusahaan Industri dan Kawasan I

----

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ~hun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagal ana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dal m Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

.;:::-

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36'f\.1- AG/9/2007 tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebag imana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46, -DAG/PERl9/2009;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DA IPERl9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

.r'

21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-It'JDrPERl6/2008 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha In~ustri, Izin Perluasan
dan Tanda Daftar Industri;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 l1ahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah:

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentarig Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khu~us Ibukota Jakarta;

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 t$ntang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraluran Daerah Nomor 8 Tahun 2007 te'ntang Kejertiban Umum;

26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang prganisasi Perangkat
Daerah;

27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tenta~g Perizinan Tempat
Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan:
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28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang REjstribusi Daerah;

29. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2009 tel~tang Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAI!CSANAAN PERIZINAN
TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGIGANGGUAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

-...- Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : I

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jak

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangh.at paerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Kh~sus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pro~insi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya SelaJjutnya disebut Satpol
PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DJerah Khusus Ibukota
Jakarta.

tnya disebut Kepala
raja Provinsi Daerah

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanj
Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong
Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Prolvinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.-

~

8. Kabupaten Adminstrasi adalah Kabupaten Adrllinistrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.

10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

11. Kepala Satuan Polis! Pamong Praja Kota Adminlst "asi yang selanjutnya
disebut Kepala Satpol PP Kota Administrasi adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Administrasi.

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupate Administrasi yang
selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Kabupate Administrasi adalah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Adr inistrasi.

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pen erintah Daerah yang
selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Peg wai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi we enang khusus oleh
peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah.
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14. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol
Pemerintah Daerah dalam penegakan Peratura
Gubernur dan penyelenggaraan ketertiban um
masyarakat.

PP sebagai aparat
Daerah, Peraturan

dan ketentraman

..........

~

~J

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Proyinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya dl4ingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau subordinat dari SKPD.

17. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan tau pemodal yang
merupakan kesatuan yang melakukan usaha melip ti perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUM ) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, k9ngsi, koperasi. pe ekutuan dan bentuk
badan lain yang melakukan usaha secara tetap .

18. Tempat Usaha adalah tempat melakukan kegiatanILjsaha yang dijalankan
secara teratur dalam suatu bidang kegiatanlus$ha tertentu dengan
maksud mencari keuntungan.

19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang n eliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pe lengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori da jalan kabe!.

20. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghu~ungkan antar pusat
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan n*ionai dengan pusat
kegiatan wilayah.

21. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menIubungkan kawasan
primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawa an sekunder kesatu
dengan kawasan sekunder kesatu atau kawas n sekunder kesatu
dengan kawasan sekunder kedua.

22. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghU~Ungkan antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan loka!. ntar pusat kegiatan
wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan loka!.

23. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang men~hubungkan kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang men9hUbUi9kan pusat kegiatan
nasional dengan pusat kegiatan lingkungan. pu at kegiatan wilayah
dengan pusat kegiatan Iingkungan, antar pusat ke iatan iokal atau pusat
kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkung n serta antar pusat
kegiatan lingkungan.

25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang men~hUbUngkan kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan. kawasan se under kedua dengan
perumahan, kawasan sekunder ketiga dan s terusnya sampai ke
perumahan.
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26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang mengh~bungkan antar pusat
kegiatan di dalam kawasan permukiman dan jala~ di dalam Iingkungan
kawasan permukiman.

27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang npenghubungkan antar
persil dalam kawasan perkotaan.

28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemus~tan kegiatan industri
pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, pr sarana dan fasilitas
penunjang lainnya yang disediakan dan dikel la oleh perusahaan
kawasan industri.

29. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bag ian dari permukiman
yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utililas umum.

30. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunlan~ang terdiri atas lebih
dari satu satuan perumahan yang mempunyai pra rana. sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungs lain.

31. Lingkungan Hunian adalah bag ian dari kawasan pejrmukiman yang terdiri
atas lebih dari satu satuan permukiman.

32. Kawasan Permukiman adalah bag ian dari linglngan hidup di luar
kawasan Iindung yang berfungsi sebagai lingkungc n tempat tinggal atau
Iingkungan hunian dan tempat kegiatan yang men ukung perikehidupan
dan penghidupan.

33. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa ad*lah kawasan yang
diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan ~an jasa, termasuk
pergudangan.

34. Usaha Keeil adalah kegiatan usaha atau industt'atau badan usaha
dengan kekayaan bersih seluruhnya sampai deng n Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah d n bangunan tempat
usaha.

,
35. Usaha Menengah adalah kegiatan usaha atau indjstri atau badan usaha

dengan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500.000,000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000. 00,00 (sepuluh miliar
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempa usaha.

36. Usaha Besar adalah kegiatan usaha atau ind~tri atau perusahaan
dengan kekayaan bersih seluruhnya di atas p 10.000.000,000,00
(sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah d n bangunan tempat
usaha.

37. Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Und ng Gangguan yang
selanjutnya disebut Izin Gangguan adalah p mberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan saha di lokasi tertentu
yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian an gangguan, tidak
termasuk tempat usahalkegiatan yang telah diten kan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

38. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau

t
kondisi yang tidak

menyenangkan atau mengganggu kesehatan, kes lamatan, ketentraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum seeara terus
menerus.
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39. Perluasan adalah perluasan ruang dan/atau tenjpat yang digunakan
sebagai tempat usaha.

40. Daftar Ulang Izin Gangguan adalah pendaftaran ketbali Izin Gangguan.

41. Balik Nama Izin Gangguan adalah pengalihan hak usaha atas Izin
Gangguan kepada orang lain.

42. Ganti Merek Izin Gangguan adalah penggantian nnerek lama atas Izin
Gangguan menjadi merek baru.

43. Penggantian Surat Izin Gangguan adalah Surat Ilzin Gangguan yang
hilang atau rusak oleh pemegang Izin Gangguan

44. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah ~ahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadl m njadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. terma uk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan industri.

45. Non Industri adalah kegiatan/usaha perdagang$n, ketenagakerjaan,
kesehatan, pariwisata dan/atau jasa lainnya.

46. Bahan Berbahaya dan/atau Beracun atau Mudah T rbakar adalah bahan
yang karena sifat dan/atau konsentrasinya danl tau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat m ncemarkan dan/atau
merusak lingkungan hidup dan/atau dapat memb hayakan Iingkungan
hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia erta makhluk hidup
lainnya.

47. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yan1gelanjutnya disingkat
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar da penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lin kungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten ng penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

BIDANG USAHA DAN TEMPAT USAlHA

Bagian Kesatu

Bidang Usaha

Pasal2

(1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mela~ukan kegiatan usaha
wajib memiliki Izin Gangguan.

(2) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha fenYimpan dan/atau
menjual bahan berbahaya dan/atau beracun atau I udah terbakar, wajib
memiliki Izin Gangguan setelah mendapat pertll bangan dari SKPDI
UKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelol an Iingkungan hidup.
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Pasal3

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalalll Ffasal 2, berdasarkan
bidang usaha, meliputi :

a. industri;
b. perdagangan;
e. ketenagakerjaan;
d. kesehatan;
e. pariwisata; dan
f. jasa lain.

(2) Bidang usaha sebagailllana dimaksud pada ayat (11, terdiri atas :

a. usaha keeil;
b. usaha menengah; dan
e. usaha besar.

(3) Bidang usaha sebagailllana dimaksud pada ayal (2), dikeloillpokkan
dalalll :

a. industri; dan
b. non industri,

(4) Jenis bidang usaha sebagaimana dilllaksud pad~ ayat (3), tereantum
dalam Laillpiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Teillpat Usaha

Pasal4

Izin Gangguan pada jenis usaha sebagailllana dillla~sud dalalll Pasal 3,
berdasarkan :

a. lakasi teillpat usaha; dan
b. luas teillpat usaha.

Pasal 5

(1) Lokasi tempat usaha sebagailllana dimaksud dal~1ll Pasal 4 huruf a,
terletak di :

a. jalan arteri;
b. jalan kolektor;
e. jalan lokal; atau
d. jalan Iingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dilllaksud pada ayat (11 h~ruf a, terdiri dari :

a. jalan arteri primer; dan
b. jalan arteri sekunder.
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(3) Jalan koleklor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. jalan kolektor primer; dan
b. jalan kolektor sekunder.

(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h~ruf e, meliputi :

a. jalan lokal primer; dan
b. jalan lokal sekunder.

(5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. jalan lingkungan primer; dan
b. jalan Iingkungan sekunder.

(6) Lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Iayat (1), berada di :

a. kawasan industri;
b. kawasan pusat perdagangan dan jasa; atau
e. kawasan permukiman.

Pasal6

(1) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud dal$m Pasal 4 huruf b,
dikelompokkan sebagai berikul :

a. keell sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter
b. sedang di atas 500 m2 (lima ratus meter perse

meter persegi); dan
e. besar di atas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi)

(2) Pemberian izin atas tempat usaha dengan lua
dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tuga
Kota/Kabupaten Administrasi.

rsegi);
i)-2.000 m2 (dua ribu

keeil sebagaimana
Kepala Satpol PP

r--
(3) Pemberian izin atas tempat usaha sedang danI besar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e menjaqi tugas Kepala Satpol
PP.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kriteria gangguan dalam pemberian Izin Gangguan seI;Jagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, didasarkan atas intensitas atau lama g~ngguan dan sumber
gangguan terhadap :

a. lingkungan;

b. sosial kemasyarakatan; dan/atau

c.' ekonomi.
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Bagian Kedua

Gangguan Lingkungan

Pasal 8

Gangguan terhadap Iingkungan sebagaimana dima~sud dalam Pasal 7
huruf a, sebagai akibat tempat usaha dan/atau kegiata~ usaha terhadap :

a. fungsi tanah;

b. air tanah;

c. sungai/kanal/drainase;

d. waduklsitu;

e. laut;

f. udara; dan/atau

g. getaran dan/atau kebisingan.

Pasal9

(1) Gangguan terhadap fungsi tanah sebagaimana dlniaksud dalam Pasal 8
huruf a, adalah aktifitas merubah fungsi tanah untu

a. tempat usaha; dan/atau
b. menunjang kegiatan usaha.

(2) Merubah fungsi tanah sebagaimana dimaksud pjlda ayat (1), berupa
pemanfaatan ruang bawah tanah.

(3) Merubah fungsi tanah untuk menunjang kegiatanl usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemal~faatan ruang bawah
tanah.

Pasal 10

(1) Gangguan terhadap air tanah sebagaimana dlm~ksud dalam Pasal 8
huruf b, merupakan pengambilan air tanah seb~gai sumber daya air
kecuali untuk kebutuhan rumah tangga.

(2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pa~ ayat (1), antara lain
pengurangan cadangan air tanah dalam akuif r sehingga memicu
terjadinya intrusi air laut, penurunan kualitas air, enurunan permukaan
tanah dan/atau terganggu penyediaan kebutu an air masyarakat
sekitarnya.

Pasal11

Gangguan terhadap sungai/kanal/drainase dan waiuk/situ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan d, meningkatny Iimbah cair dan/atau
meningkatnya pencemaran air sungai/kanal/drainase a ibat kegiatan usaha.



10

Pasal 12

Gangguan terhadap laut sebagaimana dimaksud dal~m Pasal 8 huruf e,
antara lain pencemaran air laut, gangguan terhadap ter~mbu karang.

Pasal13

(2)

--...

-,

(1) Gangguan terhadap udara sebagaimana dimaksud ~alam Pasal 8 huruf f,
antara lain:

a. pemanfaatan ruang udara; dan/atau
b. pencemaran udara.

(2) Pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimakSUd~ada ayat (1) huruf a,
dengan merubah fungsi ruang udara untuk te pat usaha, seperti
bangunan gedung, jembatan penghubung ged ng yang digunakan
sebagai tempat usaha dan/atau yang berakibat te jadi gangguan fungsi
udara.

(3) Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pa

1
ayat (1) huruf b,

dengan masuk atau dimasukkannya zat, energi da /atau komponen lain
ke dalam udara ambien akibat kegiatan usaha. ehingga mutu udara
ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara
ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pasal14

Gangguan getaran dan/atau kebisingan sebagaim~na dimaksud dalam
Pasal 8 huruf g, diakibatkan sarana yang digunakanl untuk usaha, seperti
mesin produksi, mesin uap dan diesel.

Bagian Ketiga

Gangguan Sosial Kemasyarakata

Pasal15

(1) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan se~agaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, merupakan ancaman terhad~p :

a. kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
b. ketertiban umum.

Gangguan menjadi ancaman terhadap kehidupan masyarakat setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ,menghambat atau
mengurangi kegiatan sosial dan budaya masy raka! setempat baik
langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan u aha.

(3) Gangguan menjadi ancaman ketertiban umum s bagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain terganggunya ket rtiban masyarakat.

Bagian Keempat

Gangguan Ekonomi

Pasal16

Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud ~alam Pasal 7 huruf c,
merupakan ancaman terhadap :
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a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan 'atau

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda ~ergerak yang berada
di sekitar lokasi usaha.

BAB IV

PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Gangguan Baru

Pasal17

(1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pa$al 2 berlaku selama
orang atau badan usaha melakukan kegiatan usaharya.

(2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ay$t (1), wajib didaftar
ulang setiap 3 (tiga) tahun.

(3) Untuk mendapatkan Izin Gangguan sebagaimana di~aksud pada ayat (1),
pemilik dan/atau penanggung jawab usaha harus me gajukan permohonan
tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai b rikut:

a.

b.
c.

d.

e.
f.

~ g.
...- h.

i.

j.

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) disertai lampiran gambar
dan/atau fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
fotokopi Keterangan Rencana Kota (KRK);
fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhuta~g (SPPT) dan bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) t hun terakhir;
fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/pengu saan tanah dan/atau
bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usah ;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung
jawab usaha;
fotokopi akta notaris pendirian badan usaha bagi badan hukum;
fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Usaha Perseroan
Terbatas dari instansi terkait;
surat persetujuan tetangga terdek;3t yang di.ket~ui oleh Ketua Rukun
Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW): an/atau
surat keterangan domisili dari Lurah dan dlket hui oleh Camat yang
berada di perumahan dan kawasan permukima

(4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta
kelengkapan tercantum dalam Lampiran II Peratura~ Gubernur ini.

Pasal18

(1) Surat permohonan beserta lampiran sebagaim na dimaksud dalam
Pasal 17, untuk lingkup Provinsi disampaikan kep da Gubernur melalui
Kepala Satpol PP dan lingkup Kota/Kabupaten Administrasi kepada
Walikota/Bupati melalui Kepala Satpol PP Kota/Kab paten Administrasi.

(2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan permoh nan Izin Gangguan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lam 15 (lima belas) hari
kerja terhitung sejak diterimanya berkas permoh nan dengan lengkap
dan benar.
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Pasal 19

(1) Bagi pemohon dengan persyaratan lengkap dan Ibenar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Satpol PP melakukan perinjauan ke lokasi.

(2) Apabila berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi sepagaimana dimaksud
pada ayat (1), ternyata :

a, data dan kondisi lapangan tidak sesuai dengan okumen persyaratan
yang diajukan dan/atau usaha yang dimohon enimbulkan bahaya
dan/atau gangguan besar dan/atau kerugian ada orang lain atau
masyarakat sekitarnya atau tidak memenuhi p rsyaratan teknis dar!
SKPD/UKPD terkait, maka permohonan Izin Ga gguan dapat ditolak;
dan/atau

b, kegiatan usaha telah berjalan, pemohon waiib membayar biaya
tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang retribusi daerah,

-.-- Pasal20

(1) Pemohon menerima Izin Gangguan setelahmeluna$i relribusi daerah,

(2) Format Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pa~a ayat (1), tereantum
dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Daftar Ulang Izin Gangguan

Pasal 21

fotokopi Izin Gangguan;
fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bargunan (PBB) tahun
terakhir;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pe
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pernoho
fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan ~saha; dan
fotokopi surat izin industri atau izin perdagandan atau tanda daftar
dari Instansi atau SKPD/UKPD bersangkutan,

(1) Untuk daftar ulang Izin Gangguan, pemilik dan,at* penanggung jawab
usaha harus mengajukan permohonan seeara t rtulis paling lambat
2 (dua) bulan sebelum masa izin 3 (tiga) tahu an berakhir, derigan
melampirkan persyaratan sebagai berikut :

.-.
a,

'~,... b,

e,
d,
e,
f.

(2) Keterlambatan daftar ulang Izin Gangguan sebagaEana dimaksud pada
ayat (1), lebih dari 1 (satu) bulan pemohon dikenak n retribusi dan sanksi
administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,

(3) Format surat permohonan izin daftar ulang sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) beserta kelengkapannya tereantum dalam Lampiran IV
Peraturan Gubernur inL
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Pasal 22

(1) Surat permohonan beserta lampiran sebagaim na dimaksud dalam
Pasal 21, untuk Iingkup Provinsi disampaikan kep da Gubernur melalui
Kepala Satpol PP dan lingkup Kota/Kabupaten Administrasi kepada
Walikota/Bupati melalui Kepala Satpol PP Kota/Kab paten Adminitrasi.

(2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan permollor an daftar ulang Izin
Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pa ing lama 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas ermohonan dengan
lengkap dan benar.

Pasal23

(1) Bagi pemohon yang telah dinyatakan lengkap d~n benar persyaratan
sebagaimana dalam Pasal 21, Satpol PP mela ukan peninjauan ke
lokasi dan dapat meminta pertimbangan dari SKPD UKPD terkait apabila
diperlukan.

(2) Apabila berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi sepagaimana dimaksud
pada ayat (1 ), ternyata :

a. data yang disampaikan tidak sesuai kondisi dl l~pangan, permohonan
Izin Gangguan dapat ditolak;

b. kegiatan usaha dan/atau jenis usaha yang d~'akukan tidak sesuai
dengan Izin Gangguan dimiliki, pemohon harus mengajukan
permohonan Izin Gangguan baru dan dikena an biaya tambahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan -undangan di bidang
retribusi daerah; dan/atau

c. terdapat perluasan tempat usaha, pemohon merpgajukan permohonan
Izin Perluasan Tempat Usaha.

Bagian Ketiga

Izin Perluasan Tempat,Usalla

Pasal24

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan rjnelakukan perluasan
tempat usaha, pemilik dan/atau penanggung jawablusaha wajib memiliki
Izin Perluasan Tempat Usaha.

(2) Untuk mendapatkan Izin Perluasan Tempat Usaha Stbagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawa usaha mengajukan
permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut :

a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) atau pertifikat Laik Fungsi
(SLF) yang masih berlaku;

b. fotokopi Izin Gangguan;
c. fotokopi bukti kepemilikan hak alas tanah;
d. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Baflgunan (PBB) tahun

terakhir;
e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pe!ohon;
f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemollo ; dan
g. sural perselujuan tetangga lerdekat yang diketa ui oleh Ketua Rukun

Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).
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(3) Format surat permohonan Izin Perluasan Tempaq Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal25

(1) Surat permohonan beserta lampiran sebaga,mla dimaksud dalam
Pasal 24, untuk lingkup Provinsi disampaikan kep da Gubernur melalui
Kepala Satpol PP dan Iingkup Kota/Kabupaten Administrasi kepada
Walikota/Bupati melalui Kepala Satpol PP Kota/Kab paten Administrasi.

(2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin perl~asan Tempat Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lam 15 (lima belas) hari
kerja terhilung sejak dilerimanya berkas permoh nan dengan lengkap
dan benar.

Pasal26

(1) Berkas permohonan yang telah dinyalakan lengkap ~an benar persyaralan
sebagaimana dalam Pasal 24, Salpol PP mela~ukan peninjauan ke
lokasi.

(2) Apabila hasil peninjauan ke lokasi sebagaimana dirjlaksud pada ayat (1),
lernyala :

a. dala yang disampaikan lidak sesuai kondls~ di lapangan, maka
permohonan dapat ditolak; dan

b. kegialan usaha dan/atau jenis usaha yang!dakukan tidak sesuai
dengan Izin Gangguan yang dimiliki, pemoh n harus mengajukan
permohonan Izin Gangguan baru dan diken kan biaya lambahan
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang ndangan.

Bagian Keempal

Balik Nama dan Ganli Merek

Pasal 27

(1) Seliap pemilik dan/penanggung jawab usaha yang elakukan perubahan
kepemilikan dan/alau ganli merek perusahaa, pemilik dan/atau
penanggung jawab perusahaan wajib membenta ukan secara tertulis
paling lambal 2 (dua) bulan setelah dilakukan bali nama dan/atau ganti
merek, dengan melampirkan persyaratan sebagai erikul:

a. Izin Gangguan;
b. folokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) peljr'lOhon;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemolio
d. folokopi akla balik nama dan/alau ganti merek;
e. folokopi akla pendirian perusahaan bagi badanlusaha; dan
f. sural kelerangan peralihan kepemilikan dan;a~au ganti merek yang

dilegalisasi oleh notaris.

(2) Sural pemberilahuan beserta lampiran sebagaifana dimaksud pada
ayal (1), unluk Iingkup Provinsi disampaikan kep da Gubernur melalui
Kepala Salpol PP dan Iingkup Kota/Kabupate Administrsi kepada
Walikola/8upali melalui Kepala Salpol PP Kola/Ka upaten Administrasi.
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(3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ba ik
merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pali
hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas
lengkap dan benar.

Bagian Kelima

Penggantian Surat Izin Gangguan

Pasal 28

ama dan/atau ganti
lama 10 (sepuluh)

ermohonan dengan

a.
b.

e.-",
~...

d.-

r--
"'--

(1) Setiap pemilik dan/penanggung jawab usaha yarg akan melakukan
penggantian Izin Gangguan karena rusak atau hila 9 wajib mengajukan
permohonan penggantian secara tertulis dengan mel mpirkan persyaratan
sebagai berikut :

Izin Gangguan asli bagi yang rusak;
surat keterangan hilang dari pejabat yang berw~nang bag! yang Izin
Gangguan hilang;
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemil!k atau penanggung
jawab usaha/kegiatan; dan/atau
surat kuasa bermeterai eukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

(2) Penggantian Izin Gangguan sebagaimana dirna~sud pada ayat (1),
dikenai retribusi sesuai dengan ketentuan p~raturan perundang
undangan di bidang retribusi daerah.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN GANG

Pasal 29

Setiap pemegang Izin Gangguan mempunyai kewajibarj, antara lain:

a. menjaga kesehatan Iingkungan termasuk keber~ihan dan keamanan
tempat usaha agar tereipta keselarasan, keseimb~ngan dan keserasian
lingkungan di wilayah sekitarnya;

b. mengatur dan menjaga kegiatan buruh/karyawan s~rta pengguna sarana
dan prasarana kegiatan usaha agar tidak mejlirnbulkan gangguan
terhadap masyarakat sekitarnya;

e. menyediakan alat pemadam kebakaran, pertan¢a bahaya atau alat
pengamanan lainnya;

d. mengatur kegiatan usaha agar tidak menggangg
diperbolehkan menggunakan ruang milik jalan
trotoar, bahu jalan, median dan badan jalan;

lalu lintas dan tidak
antara lain saluran,

e. mengajukan permohonan Izin Gangguan unt4k setiap perubahan
kegiatan usaha, perluasan tempat usaha, balik nanra dan ganti merek;

f. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peri~rnan; dan

g. menaati ketentuan peraturan perundang-undanga
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Pasal 30

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dima~sud dalam Pasal 29,
diberikan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pencabutan Izin Gangguan;

d. denda administratif; dan/atau

e. polisional oleh PPNS Daerah.

Pasal 31

""'~~

"

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam
disampaikan oleh Kepala Satpol PP kepad
penanggung jawab usaha, diawali dengan Surat T
Teguran Kedua dan Surat Teguran Ketiga.

Pasal 30 huruf a,
pemilik dan/atau

guran Kesatu, Surat

---

(2) Berdasarkan Surat Teguran Kesatu Sebagalm~na dimaksud pada
ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usa a dapat memberikan
tanggapan dengan alasan sesuai materi teguran ya 9 diberikan sebelum
berakhirnya jangka waktu surat teguran.

(3) Apabila pemilik dan/atau penanggung jawab usa a tidak memberikan
tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetap an atau memberikan
tanggapan dengan alasan tidak sesuai deng n materi teguran,
diterbitkan Surat Teguran berikutnya sebanyak (dua) kali dengan
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk s tiap surat teguran.

(4) Dalam hal materi tanggapan sebagaimana dimaksu~ pada ayat (2) dapat
diterima, sesuai peraturan perundang-udangall '-raka Surat Teguran
batal demi hukum.

Pasal32

(1) Penghentian sementara usaha sebagaimana dil1la
huruf b diberikan, apabila pemilik dan/atau pena
tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga dala
telah ditetapkan atau memberikan tanggapan deng
dengan materi teguran.

sud dalam Pasal 30
ggung jawab usaha
jangka waktu yang

n alasan tidak sesuai

(2) Penghentian sementara usaha sebagaimana dim~sud pada ayat (1),
dilakukan Kepala Satpol PP dengan mengeluark n Surat Keputusan
Penghentian Sementara Usaha diikuti dengan enyegelan kegiatan
usaha.

(3) Sejak dikeluarkan Surat Keputusan Penghentian se'fentara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Polisi Pamong Praj harus melakukan
pemantauan untuk memastikan pemilik dan/atau penanggung jawab
usaha tidak melakukan usaha/kegiatan selam kewajiban belum
dipenuhi.
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(4) Surat Keputusan Penghentian Sementara dan peJyegelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dicabut apabila pemilik dan/atau penanggung
jawab usaha telah memenuhi kewajiban yang dit angkan dalam Ber/ta
Acara pemeriksaan pemenuhan kewajiban.

Pasal 33

(1) Pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dima~Ud dalam Pasal 30
huruf c, dilakukan apabila kegiatan usaha yan telah diberikan Izin
Gangguan menimbulkan bahaya dan/atau gang uan besar dan/atau
kerug/an pada orang lain atau masyarakat sekitarn a.

(2) Pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimatsud pada ayat (1),
dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan te tang Pencabutan Izin
Gangguan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan ke
lokasi kegiatan usaha oleh Polisi Pamong Praja ata Tim yang ditetapkan
oleh Kepala Satpol PP.

--..
'-'

(3) Kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan ke 101aSi kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik an/atau penanggung
jawab usaha wajib membayar denda berupa anti kerugian yang
ditimbulkan kegiatan usaha yang besarnya ditetapk n oleh Gubernur.

Pasal 34

ana dimaksud pada
etentuan peraturan

(2) Dalam menentukan denda administratif sebagal
ayat (1), Kepala Satpol PP berpedoman pada
perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dala~ Pasal 30 huruf d,
diberikan kepada pemilik dan/atau penang ung jawab usaha
berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan k cuali ditentukan lain
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal35

.- (1) Sanksi polis/onal sebagaimana dimaksud dalam pa~al 30 huruf e, berupa
penyegelan setelah mendapatkan bukti yang cu up bahwa kegiatan
usaha yang dilakukan terbukti menimbulkan gang uan besar dan/atau
pemilik dan/atau penanggung jawab usaha mel kukan pelanggaran
ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur dan/atau
peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Berdasarkan sanksi sebagaimana dimaksud pa
Daerah melakukan penyidikan dan dilaksana
ketentuan peraturan perundang-undangan.

a ayat (1), PPNS
n sesuai dengan

Pasal 36

Izin Gangguan dan/atau Izin Perluasan Tempat Usaha t1d~k berlaku, apabila :

a. pindah iokasi tempat usaha;

b. jenis usahanya tidak sesuai dengan p!3rizinan:

c. tempat usaha musnah karena malap~taka atau bendana alam; dan/atau

d. tidak beroperasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
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Pasal 37

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dima~sud dalam Pasal 30
sampai dengan Pasal 35 dilaksanakan sesuai I ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABVI

RETRIBUSI

Pasal 38

Setiap pelayanan Izin Gangguan dikenakan retr\busi yang besarnya
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang retribusi
daerah.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal39

Masyarakat berhak mengajukan keberatan secara tert~liS kepada Gubernur
melalui Kepala Satpol PP atas Izin Gangguan atau I in Perluasan Tempat
Usaha yang telah diterbitkan apabila terjadi p nyimpangan dalam
menjalankan usaha atau menimbulkan gangguan te hadap ketentraman,
ketertiban dan lingkungan.

Pasal40

Dalam penyelenggaraan pelayanan Izin Gangguan.1 masyarakat berhak
mendapatkan :

a. informasi; dan/atau

b. partisipasi.

Pasal41

(1) Hak mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf a, meliputi :

a. tahapan dan waktu proses pemberian Izin Gang
b. jenis kegiatan usaha yang menimbulkan

Iingkungan dan masyarakat.

uan; dan
dampak terhadap

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b~rbasis teknologi dan
informasi yang disediakan oleh Satpol PP.

Pasal 42

(1) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam P*al 40 huruf b,
menyampaikan pengaduan atas keberatan atal- p~langgaran perizinan
dan/atau kerugian akibat kegiatan usaha.
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(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada aYat~ (1), dapat diterima,
apabila data dan informasi yang disampaikan dapat ipertanggungjawabkan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASA

Pasal43

(1) Pembinaan Izin Gangguan menjadi tugas Kepal~ Satpol PP dengan
melakukan pembinaan kepada :

a. orang dan/atau badan usaha yang telah memili~i Izin Gangguan; dan
b. masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada a~at (1), meliputi :

a. sosialisasi;
b. penyuluhan; dan/atau
c. bimbingan teknis.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(2). diselenggarakan
berdasarkan rencana kerja Satpol PP.

Pasal44

(1) Pengawasan pelaksanaan Izin Gangguan dilakuka~ melalui kegiatan :

a. pemantauan;
b. peninjauan ke lokasi tempat usaha;
c. evaiuasi; dan
d. membuat salinan dari dokumen dan/atau catjJtan yang diperlukan

pada saat melakukan pengawasan.

(2) Pengawasa~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kepala Satpol PP, Kepala Satpol PP Kota/Kabup ten Administrasi dan
Camat yang secara operasional dilakukan oleh Poli i Pamong Praja.

BABIX

PENGENDALIAN DAN EVALUAS

Pasal45

(1) Pengendalian pelaksanaan Peraturan Gubernur
jawab Kepala Satpol PP pada lingkup Provinsl d
Kota/Kabupaten Administrasi pada lingku~ Kota/Ka

i menjadi tanggung
n Kepala Satpol PP
upaten Administrasi.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat j1)' dilakukan melalui
evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu
waktu sesuai kebutuhan dan dilaporkan kepa a Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.



- ,
\.,:.-

--
~~

20

BABX

PEMBIAYAAN

Pasal46

Biaya pelaksanaan pelayanan Izin Gangguan dibeba1kan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) melalui :

a. Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Satpol ~P untuk lingkungan
Provinsi; dan/atau

b. Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol IPp Kota/Kabupaten
Administrasi untuk lingkup Kota/Kabupaten Administ~asi.

BABXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal47

(1) Izin Gangguan yang telah diterbitkan sebelum Pe~aturan Gubernur ini
mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku dan wajib ~idaftar ulang setelah
masa berlaku Izin Gangguan berakhir.

(2) Permohonan Izin Gangguan yang sedang clal~m proses sebelum
Peraturan Gubernur in! mulai berlaku, pelaksanaarmya sesuai dengan
peraturan yang lama.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Keputusan Gubernur Nomor 689 Tahun 199~ tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Ga gguan (UUG) bagi
Perusahaan Perusahaan Kawasan Industri Sera a di Luar Kawasan
Industri di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta: an

b. Keputusan Gubernur Nomor 1860 Tahun 1997
Keputusan Gubernur 689 Tahun 1994 tentan9 P
Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UU
Perusahaan Kawasan Industri Berada di Luar
Wilayah Oaerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

tentang Perubahan
tunjuk Pelaksanaan
) bagi Perusahaan
awasan Industri di
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Pasal49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diun

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Da~rah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Septembclr 2013

GUBERNUR PROVINSIIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

~

, ,
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

JOKO WI[J)ODO

~
,

',,~,1

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 62029

~
t1 -esuai dengan aslinya

KEP~~'&Il SEKRETARIAT DAERAH
PRQVt ~A USUS IBUKOTA JAKARTA,

1;',
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Lampiran I Peraturan Gubernur Provipsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 20J3
Tanggal 4 September ~013

JENIS BIDANG USAHA

I. INDUSTRI

A. Usaha dengan intensitas gangguan besar, antara lain:

-,
..........,

--
\-'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Industri tekstil;
Industri farmasi;
Industri kimia;
Industri pengolahan ikan dan biota laut;
Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
Industri semen;
Industri penyamaan/pengawetan kulit;
Industri penggilingan batu;
Industri kertas/pulp;
Industri batu battery kering;
Industri logam elektro plating/pencelupan logam;
Industri separator accu;
Industri karoseri;
Industri marmer;
Industri besi, baja;
Industri minyak goreng;
Industri margarine;
Industri pupuk;
Industri plastik;
Industri peralatan rumah tangga;
Industri tepung beras;
Industri tepung tapioka;
Industri tepung ubi jalar;
Industri tepung ikan;
Industri kayu lapis;
Industri garmen dengan pencucian;
Industri tepung terigu;
Industri gula pasir;
Industri karet buatan;
Industri pemberantasan hama;
Industri perakitan kendaraan;
Industri cat, femis, lak;
Industri sabun;
Industri tapal gigi;
Industri kosmetik;
Industri perekat;
Industri barang peledak;
Industri korek api;
Industri pembersihan/penggilingan minyak bumi;
Industri kaca lembaran, kaca mobil, genteng kaca dan sejenis
Industri kapur;
Industri pengecoran;
Industri logam;
Industri paku, engsel dan sejenisnya;
Industri suku cadang;

Industri mesin teks!il, mesin percetakan, mesin jahit dan seje

ya;

isnya;
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46. Industri transformator dan sejenisnya;
47. Industri vulkanisir ban;
48. Industri panellistrik;
49. Industri kapal/perahu;
50. Industri kendaraan roda dua atau lebih;
51. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor;
52. Industri sepeda motor;
53. Industri pembekuan/pengalengan ikan/udang;
54. Industri pencelupan;

55. Industri pengasapan karet, renniling dan crumb rubber;
56. Industri peti kemas;
57. Pabrik teh;
58. Pabrik tahu dan tempe;
59. Pabrik ban;
60. Pabrik eternit;
61. Haller/tempat penyosohan beras;
62. Bengkel kendaraan bermotor;
63. Bengkel bubut;
64. Pabrik soun, bihun dan sejenisnya;

-----.. 65. Industri gas;
66. Industri obat tradisional;
67. Industri ekstrak bahan alam;
68. Industri kerajinan rumah tangga; dan
69. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan besar.

B. Usaha dengan intensitas gangguan sedang atau berdampak k~rang penting, antara
lain:

1. Industri roti, kue;
2. Industri pertenunan;
3. Industri pengelantangan/kulit binatang;
4. Industri pencetakan dan penyempurnaan tekstil;
5. Industri batik printing;
6. Industri karung goni dan karung plastik;
7. Industri penggergajian kayu;
8. Industri porselain;

~....., 9. Industri alat dapur dan aluminium;
......... 10. Industri susu;

11. Industri perajutan;
12. Industri permadani;
13. Bengkel las;
14. Bengkel bubut;
15. Pabrik mie, macroni, spageti dan sejenisnya;
16. Pabrik sepatu;
17. Pabrik minyak jarak;
18. Pabrik minyak kayu putih;
19. Percetakan dengan 5 mesin ke atas;
20. Industri bumbu masak;
21. Industri pengolahan dan pengawetan daging;
22. Industri pengupasan dan pembersihan kopilkacang-kacangarjlumbi-umbian;
23. Industri bumbu masak;
24. Industri gula merah;
25. Industri bubuk coklat;
26. Industri rokok putih;
27. Industri pemintalan benang;
28. Indus!r; makanan ternak;
29. Industri tinta;
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30. Industri keramik;
31. industri alat pertanian, pertukangan;
32. Industri alat komunikasi;
33. Industri komponen elektronika;
34. Industri kabellistrik dan telepon;
35. Industri lampu dan perlengkapannya;
36. Industri alat fotografi;
37. Perusahaan tembikar keramik;
38. Pabrik bata merah/batako;
39. Pabrik es batu;
40. Pabrik garam;
41 Perusahaan strum accu;
42. Konveksi;
43. Industri kerajinan rumah tangga;
44. Industri perakitan elektronik;
45. Industri sirup;
46. Industri kapuk;
47. Industri garmen tanpa pencucian;
48. Industri kecap, tauco;
49. Industri kerupuk;
50. Industri petis, terasi;
51. Industri minuman;
52. Industri pengeringan, pengolahan tembakau;
53. Industri alat musik;
54. Industri mainan anak-anak;
55. Industri alat-alat tulis/gambar;
56. Industri permata/barang perhiasan;
57. Industri jamu;
58. Industri radio, televisi dan sejenisnya;
59. Perusahaan batik;
60. Perusahaan meubelair; dan/atau

61. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan sedang a~u berdampak
kurang penting.

c. Usaha dengan intensitas gangguan sangat kecil sekali atau lida~ berdampak, antara
lain:

1. Pabrik bata merah/batako;
2. Pabrik es batu;
3. Industri kerajinan rumah tangga;
4. Industri perakitan elektronik;
5. Industri sirup;
6. Industri perajutan;
7. Industri permadani;
8. Industri kapuk;
9. Industri garmen tanpa pencucian;
10. Industri kecap dan tauco;
11. Industri kerupuk;
12. Industri tempe, tahu dan terasi;
13. Industri minuman;
14. Industri pengeringan dan pengolahan tembako;
15. Industri alat musik;
16. Industri mainan anak- anak;
17. Industri alat-alat tulis dan gambar;
18. Industri penata dan barang jasa;
1g. Industri jamur;
20. Industri penggilin9an kopi;
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21. Induslri jelly essence;
22. industri biskuit;
23. Industri manisan air kelapa;
24. Industri kotak karton;
25. Industri mebel rotan;
26. Industri furniture;
27. Industri kerajinan dari kayu;
28. Industri rotan;
29. Industri komponen pakaian wanita;
30. Industri pemintalan benang;
31. Industri kemasan dari plastik;
32. Industri pipa PVC;
33. Industri sedotan minuman;
34. Industri plastik gelombang;
35. Industri komponen sepatu;
36. Industri barang dari kulit;
37. Industri alat kantor dari logam;
38. Induslri boneka kain;
39. Industri fiberglas; dan/atau
40. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan sangat k~cil sekali atau tidak

berdampak.

II. NON INDUSTRI

A. Usaha non industri dengan intensitas gangguan besar, antara lain I:

1. Restoran dan sejenisnya;
2. Pembibitan ayam ras;
3. Perternakan babi;
4. Perternakan ayam/unggas/sarang burung walet;
5. Perternakan sapi perah ;
6. Rumah Potong Hewan (RPH) berkaki empat;
7. SPBU dan SPBG;
8. Rumah Sakit Umum Kelas A;
9. Klinik di atas luas gerial 1.000 m;
10. Rumah Sakit Ibu dan Anak;

~--, 11. Rumah Bersalin;
"- 12. Instalasi Pengolahan Air Limbah B3;

13. Karaoke, Pub dan sejenisnya;
14. Diskotik, bar;
15. Panti pijatlSPA;
16. Billyard;
17. Bioskop/Cineplex;
18. Wisata Air;
19. Gedung Olahraga yang dikomersilkan;
20. Rumah Kost;
21. Tempat penampungan tenaga kerja;
22. Pusat perbelanjaan, Mall, Hypermarket;
23. Pusat pertokoan;
24. Pergudangan;
25. Perusahaan bahan bangunan;
26. Show Room dan After Sales;
27. Pencucian kendaraan bermotor;
28. Katering; dan
29. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan besar.
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B. Usaha non industri dengan intensitas gangguan sedang, antara lain I:

1. Hotel bintang;
2. Apartemen yang disewakan;
3. Gedung perkantoran bersatu dengan apartemen;
4.. Sarana olahraga terpadu;
5. Sarana olahraga arena padang golf;
6. Sarana olahraga kolam renang;
7. SupermarketiSwalayan;
8. Hotel bintang melati;
9. Rumah sakit Kelas B dan C;
10. WC yang dikomersilkan;
11. Peneueian kendaraan ;
12. Rumah kontrakan/pondokan, rumah kost;
13. Tempat penyewaan alat pesta;
14. Tempat penyewaan kendaraan;
15. Studio poto;
16. Studio TV, radio dan sejenisnya;
17. Toko mas dan perhiasan;
18. Toko obat;
19. Barber shop;
20. Toko mebel;
21. Toko onderdil kendaraan;
22. Kafetaria;
23. Refleksi; dan/atau
24. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan sedang.

C. Usaha non industri dengan intensitas gangguan keeil, antara lain:

1. Perusahaan meubelair;
3. Cuei cetak film fotokopi;
4. Tambal ban/bengkel sepeda;
5. Toko mas/permata;
6. Toko mebel;
7. Toko onderdil;
8. Budi daya ikan;
9. Apotik;
10. Optik;
11. Pertanian tanaman hias;
12. Toko pakaian, sepatu dan kosmetik;
13. Toko kain/tekstil ;
14. Toko alat-alat olahraga;
15. Toko buku;
16. Wartel, Warnet;
17. Studio foto;
18. Penjahit;
19. Toko obat;
20. lsi ulang air mineral;
21. Toko buah-buahan;
22. Lain-lain yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekita~nya; dan/atau
23. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan kecil.

GUBERNUR PROVINSI DAERAfji KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO



Lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tahun

101 TAHUN 2~13

4 Septemberl2013

SURAT PERMOHONAN IZIN GANGGUAN BARU

Kepada I

Yth. Bapak Gubernur Provinsi OKI Ja~,art

melalui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi OKI Jakarta
di

Jakarta

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ioi

-
Nama
Tempat, tanggallahlf
Nomar KTP
Pekerjaan
Alamat Jln .

RT JRW Kelurahan .
Kecamatan .
Kota/Kabupaten Administrasi ,.. . .

Oengan ini kami mengaJukan permohonan baru Izin Undang·Undang Gan(;~,Ja~ (HO) untuk kegiatan
usaha..

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lamp,ranl sesual dengan syarat
syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan, me1iputi :

A. Syarat Admlnistrasi :

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7
8.

- 9.

~

\.""..-
10.

1,.

FOlOkopl Izin Mendinkan Bangunan (1MB);
Fotokopi Sertiflkat Laik Fungsi (SLF) disertai dengan lampiran gambar, (apabila Sll,jah Idirikan banguna.n);
Fotokopi Sural Pemberilahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan fotokopl bukti pemba ,aran ajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tahun terakhir;
fotokopi sertifikal alau buktt kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan ya"'l. 5 sebagai lokasl tempat
usaha;
Falakapi Nomar Pakak Wajib Pajak (NPWP);
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab usaha
Folokopi akla notans pendlnan badan usaha bagi badan hukum;
Fotokopi Sural Kepulusan Pengesahan Badan Usaha Perseroan Terbatas dar \s! nsi lerkait bagi badan
hukum;
Surat pernyataan dari tetangga terdekat yang diketahui oleh Kelua Rukun Teta'1~;gd (RT) dan Ketua Rukun
Warga (RW) bagi tempat usaha yang berada di perumahan dan kawasan permukunan: an/atau
Surat keterangan domlsili dan Lurah dan diketahui oleh Camal yang berada jl pe mahan dan kawasan
permukiman; dan
Pas foto berwarna pemiliklpenanggung jawab dengan background biru ukuran 3 x -~ ,eb nyak 2 (dua) lembar.

B. Syarat TeknlS :

1. Surat pernyataan bersedia melakukan usaha pencegahan gangguan (E~~ J:<! lingkungan. sosial
kemasyarakalan dan ekonomi (dilegalisir Lurah dan Camal);

2. Dokumen Unit Pemantauan limbah (UPL) dan Unit Kelola Limbah (UKL) bagi temi,at u ha yang diwajibkan;
3. Dokumen AMDAL Uika disyaratkan);
4 Gambar letak lempat (Site Plan);
5. Gambar situasi dan denah lay oul tempat usaha; dan
6. Daftar mesin yang dl9unakan dan dala-dala getaran mesin Oika perusahaan meng:<Lt~~~an).

Demiklan permohonan inl kaml ajukan dan untuk itu kami bersedla memer J

diletapkan beserta sanksi sebagal pertanggungjawaban kami.

Alas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Jakarta ,....

emua peraturan yang

(. ....

Hem ,I, ~.~rnL
Pf-nnh n

fI.'~'·~1 I
R, .CO 0

.....j
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PERSETUJUAN TETANGGA TERDEKAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan

Jalan .

RT RW , Kelurahan, .

Kecamatan .

Kata/Kab. Administrasi .

Menyatakan bahwa dengan bangunan yang kami dirikan di atas sebidang tanah .

-

Status Tanah

Atas Nama
Luas

Jalan

Fungsi Bangunan

....................................... m2
.

RT ./ RW Kelurahan .
Kecamatan................................................•...

Kata/Kabupaten Administrasi ..

Tetangga terdekat menyetujui dan tidak keberatan atas kegiatan usaha ianglsaya dilakukan.

Demikian surat persetujuan telangga terdekat ini saya buat tanpa ada paksjaan/tekanan dari pihak
manapun dan untuk menjadikan maklum.

Jakarta, ......
Yang i...1enVatakan,

(........

-- No

2

3

4

PERSETUJUAN TETANGGA TERDEKAT

NAMA TETANGGA I LETAK 0) I Ket. RumahlTanah I
Kanan

Kiri

Depan

Belakang

Tl>.NDA TANGAN

2.

3

4.

*) Disesuaikan dengan tempat usaha.

Mengetahui,

Ketua RW, Kett.;3 R.,

( .... . ) ( .
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DENAH LOKASI TEMPAT USAHA

NAMA PEMOHON

ALAMAT PEMOHON

JENIS USAHA

ALAMAT TEMPAT USAHA .

NAMA USAHA

U...

Jakarta
............................................ -.. ..

Pemohon

(............................ ...... .)
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SURAT KUASA

Kepada
yth. Bapak Gubemur Provlns, DKI Jakarta

melalu;
Kepala Satuan Polisi Pamong Pfaja
Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Nomar KTP
Peke~aan

Alama! Rumah Jalan .

RT /RW Kelurahan .
Kecamatan KotaIKabupaten Administrasi

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Ngm.:l

c
Nomor KTP

Peke~aan

Alamat Rumah Jalan " .

RT tRW Kelurahan Kecamatan .

KotalKabupaten Administrasi _ .

Untuk pengurusan permohonan Izin Gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam perat1an Daerah Nomar 15

~~.~~~..~.~~. ~..t~~~~~~..~~~~~.~~..~~.~i~~.~..~~~~~~ .~~~~~..~~~~.~~~~. ~.~~.~~~~;:~~;t~n~:~~Us::~;~~~r~~~~~an usaha

Status Tanah

Atas Nama

Luas
Terletak di Jalan

Tanah m2 Luas Bangunan ..

RT I RW Kelurahan Kecamatan .

Kota/Kabupaten Administrasi .

m'

~

\..,...

Dangan talap memaluhi parsyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perun1ang-undangan,

Demikian Sural Kuasa ini saya buat dangan sebenar-benamya. untuk dipergunakan sebpgaimana pertunya.

Jakarta ,....

Pemben Kuasa
Penerima Kuasa

Meteral

( ) ( . )

GUBERNUR PROVINSI DAERAfIl KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO
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Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nemer 101 TAHUN 2013
Tanggal 4 September 2013

FORMAT SURAT IZIN GANGGUAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO



Lampiran IV Peraturan Gubernur Provi~si Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nemer
Tanggal

101 TAHUN 2013
4 September 2013

SURAT PERMOHONAN DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN

Kepada I
Yth. Bapak Gubernur Pravlnsi OKI Jakarta

melalui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praia
Provinsi OKI Jakarta
di

Jakarta

Dengan harmai,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

,

Nama
Tempat, tanggallahir
NomorKTP
Peke~aan

Alamat

.......•.••.•••.•....•..••••.•.......................

.......... , , ,

Jln .
RT. JRW Kelurahan .
Kecamatan .
KotaIKabupaten Administrasi .

,--

~

Dengan inl kami mengajukan permohonan Dattar Ulang lzin Undang-Undang Gangtuan (HO) untuk kegiatan
usaha .

Untuk melengkapl permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lamplr~n sesuai dengan syarat·
syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan, meliputi :

a. fotokopi lzin Gangguan;
b. fotokopi bukti pelunasan Pajak Buml dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
d. folokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon:
e. fotokopi Akta pendirian perusahaan bagi badan usaha; dan
f. fotokopi sural izin industri atau izin perdagangan atau tanda dattar dari Inslansi alau SKPD/L(KPD bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan untuk itu kami bersedia memenuhll semua peraturan yang
ditetapkan beserta sanksi sebagai pertanggungjawaban kami.

Atas per1<.enannya kami sampaikan terima kasih

Jakarta t •••

Ho-mal ~ami,

pemo~n
Mele i

Rp 6 0

( . ......}

GUBERNUR PROVINSI DAERAH!KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO
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Lampiran V Peraturan Gubernur Provi~si Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2013
Tanggal 4 September 2013

SURAT PERMOHONAN IZIN PERLUASAN TEMPAT USAHA

Kepada
yth. Bapak Gubernur Provinsi OKI Jakatta

melalui
Kepala Satuan porisi Pamang PraJ
Provinsi OKI Jakarta
di

Jakarta

Oengan harmat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

'-

Nama
Tempat, tanggallahir
Nomar KTP
Peke~aan

Alamat
............................................................. . .
Jln .
RT JRW Kelurahan ..
Kecamatan .
Kota , Kabupaten Administrasi ..

Dengan ini kami mengajukan pennohonan lzin Undang-Undang Gangguan (HO) ataslperluasan tempat usaha
untuk kegialan usaha .

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula larrplra~ sesuai dengan syarat·
syarat serta petunjuk untuk mengajukan pennohonan, mellputi :

A. Syarat Administrasi :
1. Fotokopi lzin Gangguan;
2. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (1MB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dIS.erti,amPiran gambar,

(apabila sudah didirikan bangunan);
3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah perluasan tempat usaha (SertifikaVAkta Jual Belt Sew Menyewa);
4. Fotokopi bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPVVP) pemohon atau pemiliklpenanggungJawab saha:
6. Folokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon alau pemilikJpenanggungjawab usaha
7. Surat pernyataan tidak keberatan tetangga terdekat terhadap perluasan tempal uSi1ha.
8. Surat kuasa pengurusan benneterai Rp. 6.000,- (bila diurus sendiri); dan
9. Pas foto belWarna pemiliklpenanggung jawab dengan background biru ukuran 3 x 4 se~nyak 2 (dua) Jembar.

B. Syarat Teknis:
1. Surat pernyataan bersedia melakukan usaha pencegahan gangguan lerhadtp Iingkungan, sosial

kemasyarakatan, dan ekonomi yang diketahui oleh Lurah setempat;
2. Ookumen Unit Pemantauan Limbah (UPL) dan Unit Kelola Limbah (UKL) bagi lempa! u ha yang diwajibkan;
3. Dokumen AMDAL (jika disyaratkan);
4. Gambar letak tempat (Site Plan);
5. Gambar situasi dan denah layout perluasan tempat usaha; dan
6. Daftar mesin yang digunakan dan dataoodata getaran mesin (jika perusahaan mengguna~an).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan untuk itu kami bersedia memeruhl ~emua peraturan yang
ditetapkan beserta sanksi sebagai pertanggungjawaban kami.

Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Jakarta ,.....
Harmat k<fni,

Pemah
Melera

Rp 600

( . ...............}

GUBERNUR PROVINSI DAERAHI KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO


